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INDONESIA  DI LUAR NEGERI1 
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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis 
tindak pidana terhadap tenaga kerja 
Indonesia yang terjadi dalam proses 
penempatannya di luar negeri dan 
bagaimana penyidikan perkara tindak 
pidana terhadap tenaga kerja Indonesia 
yang akan ditempatkan di luar negeri. 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah menggunakan 
metode [penel;itian yuridis normative dan 
dapat penulis simpulkan, bahwa: 1. Tindak 
Pidana Terhadap Tenaga Kerja Indonesia 
dalam proses penempatan di luar negeri, 
dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan 
pelanggaran sehingga jenis-jenis tindak 
pidana yang merugikan ini memerlukan 
upaya pencegahan dan penindakan sesuai 
dengan prosedur hukum yang berlaku agar 
tercipta keamanan kepastian hukum dan 
keadilan bagi para calon tenaga kerja 
Indonesia yang akan ditempatkan di luar 
negeri. 2. Penyidikan perkara tindak pidana 
terhadap tenaga kerja Indonesia dilakukan 
oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi dan/atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan yang diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, untuk 
melakukan melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran laporan, terhadap orang atau 

                                                             
1 Artikel Skripsi.  Dosen Pembimbing : Selviani 
Sambali,  SH, MH., Meiske Mandey, SH, MH.,  Mario 
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badan hukum yang diduga melakukan tindak 
pidana, termasuk meminta keterangan dan 
bahan bukti. Selain itu penyidikan dilakukan 
untuk penyitaan bahan atau barang bukti, 
surat dan/atau dokumen lain yang 
berhubungan dengan tindak pidana di 
bidang penempatan dan perlindungan TKI. 
Kata kunci: Penyidikan, Tenaga Kerja, Luar 
Negeri 

 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 
Tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. I. 
Umum, menjelaskan bahwa Pekerjaan 
mempunyai makna yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia sehingga setiap 
orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan 
dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan 
seseorang untuk memenuhi kebutuhan 
hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat 
juga dimaknai sebagai sarana untuk 
mengaktualisasikan diri sehingga seseorang 
merasa hidupnya menjadi lebih berharga 
baik bagi dirinya, keluarganya maupun 
lingkungannya. Oleh karena itu hak atas 
pekerjaan merupakan hak asasi yang 
melekat pada diri seseorang yang wajib 
dijunjung tinggi dan dihormati.3 

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi 
setiap orang tercermin dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) 
menyatakan bahwa setiap Warga Negara 
Indonesia berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Namun pada kenyataannya, keterbatasan 
akan lowongan kerja di dalam negeri 
menyebabkan banyaknya warga negara 
Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar 
negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka 

                                                             
3 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. I. 
Umum. 
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yang bekerja di luar negeri semakin 
meningkat. Besarnya animo tenaga kerja 
yang akan bekerja ke luar negeri dan 
besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di 
luar negeri di satu segi mempunyai sisi 
positif, yaitu mengatasi sebagian masalah 
penggangguran di dalam negeri namun 
mempunyai pula sisi negatif berupa resiko 
kemungkinan terjadinya perlakuan yang 
tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko 
tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama 
proses keberangkatan, selama bekerja di luar 
negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. 
Dengan demikian perlu dilakukan 
pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak 
manusiawi terhadap TKI sebagaimana 
disebutkan di atas dapat dihindari atau 
minimal dikurangi.4 

Pada hakikatnya ketentuan-ketentuan 
hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini 
adalah ketentuan-ketentuan yang mampu 
mengatur pemberian pelayanan 
penempatan bagi tenaga kerja secara baik. 
Pemberian pelayanan penempatan secara 
baik di dalamnya mengandung prinsip 
murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. 
Pengaturan yang bertentangan dengan 
prinsip tersebut memicu terjadinya 
penempatan tenaga kerja illegal yang 
tentunya berdampak kepada minimnya 
perlindungan bagi tenaga kerja yang 
bersangkutan. Sejalan dengan semakin 
meningkatnya tenaga kerja yang ingin 
bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah 
TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, 
meningkat pula kasus perlakuan yang tidak 
manusiawi terhadap TKI baik di dalam 
maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan 
dengan nasib TKI semakin beragam dan 
bahkan berkembang kearah perdagangan 
manusia yang dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan terhadap kemanusiaan.5 

Selama ini, secara yuridis peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar 
acuan penempatan dan perlindungan TKI di 
                                                             
4 Ibid. 
5 Ibid. 

luar negeri adalah Ordonansi tentang 
Pengerahan Orang Indonesia Untuk 
Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia 
(Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan 
Keputusan Menteri serta peraturan 
pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi 
sangat sederhana/sumir sehingga secara 
praktis tidak memenuhi kebutuhan yang 
berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan 
tidak adanya undang-undang yang mengatur 
penempatan dan perlindungan TKI di luar 
negeri selama ini diatasi melalui pengaturan 
dalam Keputusan Menteri serta peraturan 
pelaksanaannya. 6  Dengan diundangkannya 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang 
Pengerahan Orang Indonesia Untuk 
Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri 
dinyatakan tidak berlaku lagi dan 
diamanatkan penempatan tenaga kerja ke 
luar negeri diatur dalam undang-undang 
tersendiri. Pengaturan melalui 
undang-undang tersendiri, dlharapkan 
mampu merumuskan norma-norma hukum 
yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan 
perlakuan eksploitatif dari siapapun.7 

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, maka 
Undang-undang ini intinya harus memberi 
perlindungan warga negara yang akan 
menggunakan haknya untuk mendapat 
pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar 
negeri, agar mereka dapat memperoleh 
pelayanan penempatan tenaga kerja secara 
cepat dan mudah dengan tetap 
mengutamakan keselamatan tenaga kerja 
baik fisik, moral maupun martabatnya.8 
 
B.  RUMUSAN  MASALAH 
1. Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana 

terhadap tenaga kerja Indonesia yang 
terjadi dalam proses penempatannya di 
luar negeri ? 

                                                             
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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2. Bagaimanakah penyidikan perkara 
tindak pidana terhadap tenaga kerja 
Indonesia yang akan ditempatkan di 
luar negeri ?   

 
C. METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian hukum normatif 
dipergunakan untuk menyusun Skripsi ini. 
Bahan-bahan hukum yang akan digunakan 
diperoleh melalui studi kepustakaan. 
Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari 
bahan hukum primer yaitu: peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
mengenai ketenagakerjaan dan literature-
literatur, karya ilmiah hukum yang 
membahas mengenai penempatan tenaga 
kerja Indonesia di luar negeri serta kamus-
kamus hukum yang diperlukan. Bahan-
bahan hukum yang dtersedia dianalisis 
secara normatif. 
 
PEMBAHASAN 
A. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA 

TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA 
DALAM PROSES PENEMPATAN DI LUAR 
NEGERI  

Penegakan hukum atas ketentuan pidana 
di bidang ketenagakerjaan ditandai dengan 
sanksi hukum bagi pelaku tindak pindana di 
bidang ketenagakerjaan berupa pidana 
kurungan, pidana penjara dan/atau pidana 
denda.9  

Sanksi pidana (UU No. 13 Tahun 
2003/UUK). Sanksi pidana adalah tindakan 
hukuman badan bagi yang melanggarnya, 
baik kurungan maupun penjara. Hukuman 
badan dapat berdiri sendiri dan atau 
dengan ditambah denda. Jenis tindak 
pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.10 

 
a. Sanksi Pidana 

                                                             
9 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Editor) 
Tarmizi, Ed. 1. Cet.1,  Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 
hal. 78. 
10 Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum 
Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. 
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 143 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di 
Luar Negeri, mengatur mengenai 
pemberlakuan sanksi pidana dan sanksi 
administrasi sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 102 menyatakan ayat: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 
15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah), setiap orang yang: 
a. menempatkan warga negara 

Indonesia untuk bekerja di luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4; 

b. menempatkan TKI tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12; atau  

c. menempatkan calon TKI pada 
jabatan atau tempat pekerjaan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dan norma kesusilaan 
sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 30. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
kejahatan. 

 Pasal 103 ayat: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp l.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), 
setiap orang yang: 

a. mengalihkan atau 
memindahtangankan SIPPTKI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19; 

b. mengalihkan atau 
memindahtangankan SIP kepada pihak 
lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33; 
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c. melakukan perekrutan calon TKI yang 
tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35; 

d. menempatkan TKI yang tidak lulus 
dalam uji kompetensi kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45; 

e. menempatkan TKI tidak memenuhi 
persyaratan kesehatan dan psikologi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50; 

f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak 
memiliki dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51; 

g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa 
perlindungan program asuransi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68; atau 

h. memperlakukan calon TKI secara tidak 
wajar dan tidak manusiawi selama 
masa di penampungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). 

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
kejahatan. 

Pasal  l04 ayat: 
(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling 

singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), 
setiap orang yang: 
a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra 

Usaha sebagaimana dipersyaratkan 
dalam Pasal 24; 

b. menempatkan TKI di luar negeri untuk 
kepentingan perusahaan sendiri tanpa 
izin tertulis dari Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); 

c. mempekerjakan calon TKI yang sedang 
mengikuti pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
46; 

d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang 
tidak memiliki KTKLN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64; atau 

e. tidak memberangkatkan TKI ke luar 
negeri yang telah memenuhi 
persyaratan kelengkapan dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
67. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran. 

Berkaitan dengan penempatan TKI di luar 
negeri, maka dalam Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
diatur mengenai pemberlakuan sanksi 
pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
186 ayat: 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), 
Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), 
dikenakan sanksi pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran.  
 

Pasal 187 ayat: 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat 
(1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), 
Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan 
Pasal 144, dikenakan sanksi pidana 
kurungan paling singkat 1 (satu) bulan 
dan paling lama 12 (dua belas) bulan 
dan/atau denda paling sedikit 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran.  

Pasal 188 ayat: 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat 
(1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), 
Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 
148, dikenakan sanksi pidana denda 
paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran.  

Pasal 189: Sanksi pidana penjara, 
kurungan, dan/atau denda tidak 
menghilangkan kewajiban pengusaha 
membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian 
kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh. 
  
b. Sanksi Administrasi 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di 
Luar Negeri, mengatur mengenai Sanksi 
Administratif, sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 100 menyatakan pada ayat: 
(1) Menteri menjatuhkan sanksi 

administratif atas pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 
20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, 
Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 
54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 
ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 
73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), 
Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal l05. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara sebagian atau 
seluruh kegiatan usaha penempatan 
TKI; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, mengatur 
mengenai sanksi administrasi sebagaimana 
dinyatakand alam Pasal 190 ayat: 
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

mengenakan sanksi administratif atas 
pelanggaran ketentuan-ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 
6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), 
Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 
48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat 
(3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-undang ini serta peraturan 
pelaksanaannya.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. teguran;  
b. peringatan tertulis; 
c. pembatasan kegiatan usaha; 
d. pembekuan kegiatan usaha; 
e. pembatalan persetujuan; 
f. pembatalan pendaftaran; 
g. penghentian sementara sebahagian 

atau seluruh alat produksi; 
h. pencabutan ijin.  

(3) Ketentuan mengenai sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 
lanjut oleh Menteri.  

Telah dikemukakan di atas bahwa pada 
umumnya masalah yang timbul dalam 
penempatan adalah berkaitan dengan hak 
asasi manusia, maka sanksi-sanksi yang 
dicantumkan dalam Undang-undang ini, 
cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan 
tidak dipenuhinya persyaratan salah satu 
dokumen perjalanan, sudah merupakan 
tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran 
bahwa dokumen merupakan bukti utama 
bahwa tenaga kerja yang bersangkutan 
sudah memenuhi syarat untuk bekerja di 
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luar negeri. 11  Tidak adanya satu saja 
dokumen, sudah beresiko tenaga kerja 
tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal 
untuk bekerja di negara penempatan. 
Kondisi ini membuat tenaga kerja yang 
bersangkutan rentan terhadap perlakuan 
yang tidak manusiawi atau perlakuan yang 
eksploitatif lainnya di negara tujuan 
penempatan.12 

Dengan mempertimbangkan kondisi yang 
ada serta peraturan perundang-undangan, 
termasuk didalamnya Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan 
Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan 
Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 
mengenai Hubungan Konsuler, 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 
tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi 
Khusus (Special Missions) Tahun 1969, dan 
Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 
tentang Hubungan Luar Negeri, 
Undang-undang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di Luar Negeri dirumuskan 
dengan semangat untuk menempatkan TKI 
pada jabatan yang tepat sesuai dengan 
bakat, minat dan kemampuannya, dengan 
tetap melindungi hak-hak TKI. Dengan 
demikian Undang-undang ini diharapkan 
disamping dapat menjadi instrumen 
perlindungan bagi TKI baik selama masa pra 
penempatan, selama masa bekerja di luar 
negeri maupun selama masa kepulangan ke 
daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi 
instrumen peningkatan kesejahteraan TKI 
beserta keluarganya.13 

Hubungan kemitraan antara 
pekerja/buruh dan pengusaha akan 
terganggu jika salah satu pihak 
memaksakan kehendaknya kepada pihak 
yang lain, sehingga pemenuhan kebutuhan 
atau kepentingan salah satru pihak 

                                                             
11Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, I. 
Umum. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 

dirugikan. Untuk mengarahkan dan 
pengusaha dalam kegiatan tersebut, hukum 
ketenagakerjaan sebagai pedoman dalam 
hubungan industrial mempunyai 
kedudukan dan peranann yang penting. 
Melalui perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan yang aspiratif diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan kedua belah 
pihak.14  

Hukum ketenagakerjaan merupakan 
hukum yang dibentuk untuk mengadakan 
keadilan dalam hubungan kerja. Secara 
sosial-ekonomis kedudukan 
pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh 
sangat bertolak belakang hal ini 
menyebabkan hubungan antara 
keduanyadiatur oleh hukum, yaitu hukum 
yang adil. Namun menjadi persoalan rumit 
untuk dijawab, rasa keadilan mana yang 
harus didahulukan apakah keadilahn 
pekerja/buruh ataukah adil menurut kaum 
pengusaha/majikan. Jawaban yang 
diharapkan adalah keadilan menurut kedua 
belah pihak, namun jawaban tersebut akan 
menghadapi benturan dalam 
pelaksanaannya, manakalah kedua belah 
pihak tidak mau saling menerima dan 
manakalh kedua belah pihak tidak saling 
menerima dan memberikan rasa keadilan 
untuk dapat dinikmati bersama tanpa harus 
mengedepankan konflik”.15 
   
B. PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA 

TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA  
Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga 

tahap. Tahap pertama, tahap formulasi 
yakni tahap penegakan hukum in abtracto 
oleh badan pembuat undang-undang 
(tahap legislatif). Tahap kedua, tahap 
aplikasi yakni tahap penerapan hukum 

                                                             
14Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan, 
Ed. 1. Cet. 1, PT. RajaGrafinod, Jakarta, 2004, hal. 20. 
15Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan 
Tinjauan Politik Hukum, (Editor) Sophia Hadyanto, 
Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 
120. 
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pidana oleh para aparat penegak hukum 
mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai 
pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, 
tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan 
hukum pidana secara konkret oleh aparat-
aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif 
atau administrasi).16 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di 
Luar Negeri. Penyidikan. Pasal  l0l 
menyatakan pada ayat: 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, kepada Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota 
yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berwenang : 

a. melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran laporan tentang tindak 
pidana di bidang penempatan dan 
perlindungan TKI; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap 
orang yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang penempatan dan 
perlindungan TKI; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti 
dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang penempatan dan perlindungan 
TKI; 

d. melakukan pemeriksaan atau 
penyitaan bahan atau barang bukti 
dalam perkara tindak pidana di bidang 
penempatan dan perlindungan TKI; 

                                                             
16

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2-3. 

e. melakukan pemeriksaan atas surat 
dan/atau dokumen lain tentang tindak 
pidana di bidang penempatan dan 
perlindungan TKI; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam 
rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang penempatan 
dan perlindungan TKI; 

g. menghentikan penyidikan apabila tidak 
terdapat cukup bukti yang 
membuktikan tentang adanya tindak 
pidana di bidang penempatan dan 
perlindungan TKI. 

(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. 

Tujuan dan kegunaan pembuktian bagi 
para pihak yang terlibat dalam proses 
pemeriksaan persidangan adalah sebagai 
berikut: 
(1) Bagi penuntut umum, pembuktian 

adalah merupakan proses usaha untuk 
meyakinkan hakim, yakni berdasarkan 
alat bukti yang ada agar menyatakan 
seorang terdakwa bersalah sesuai 
dengan surat atau catatan dakwaan; 

(2) Bagi terdakwa atau penasihat hukum 
pembuktian adalah merupakan usaha 
sebaliknya untuk meyakinkan hakim, 
yakni berdasarkan alat bukti yang ada 
agar menyatakan seorang terdakwa 
dibebaskan atau dilepaskan dari 
tuntutan hukum atau meringankan 
pidananya. Untuk itu, terdakwa atau 
penasihat hukum jika mungkin harus 
mengajukan alat-alat bukti yang 
menguntungkan atau meringankan 
pihaknya, bisanya, bukti tersebut 
disebut bukti kebalikan; 

(3) Bagi hakim, atas dasar pembuktian 
tersebut yakni dengan adanya alat-alat 
bukti yang ada dalam persidangan, baik 
yang berasal dari penuntut umum 
maupun penasihat hukum/terdakwa 



Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014 

 

77 
 

dibuat atas dasar untuk membuat 
keputusan.17  

Alat bukti, (bewijsmiddel, evidence) 
(KUHAP: 184), ialah keterangan atau surat 
atau benda yang dipergunakan di sidang 
pengadilan untuk membuktikan bahwa 
delik benar terjadi dan terdakwa benar 
terbukti dan bersalah melakukannya. Tiap 
negara mempunyai susunan alat bukti 
berbeda, misalnya Thailand dan Amerika 
Serikat menyebut real evidence atau 
material evidence atau physical evidence 
yang di Indonesia sering disebut barang 
bukti. Sebagai alat bukti Belanda diikuti 
oleh Indonesia tidak menyebut barang 
bukti sebagai alat bukti, tetapi menjadi 
tanda keyakinan hakim. KUHAP Indonesia 
tahun 1981 menyebut petunjuk 
(aanwijzing) sebagai alat bukti yang sudah 
lama diganti di Belanda dengan 
pengamatan hakim sendiri (eigen 
waarneming van de rechter). Rancangan 
KUHAP Indonesia juga sudah mengganti 
dengan pengamatan hakim yang disebut di 
Amerika dengan judicial notice. Begitu juga 
dengan Undang-Undang Mahkamah Agung 
tahun 1950. 18  Alat bukti yang sah, 
(wettwlijk bewijsmiddel) (KUHAP: 184) 
ialah: “alat bukti yang diatur oleh undang-
undang dan terdiri atas (1) keterangan 
saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) 
petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.19 

Menurut Kamus Hukum, pemeriksaan, 
ialah: “proses, cara perbuatan memeriksa 
suatu proses atau upaya penyelidikan; 
pengusutan perkara dan sebagainya. 20 
Perkara pidana, strafzaak, ialah delik yang 
merupakan objek pemeriksaan peradilan 
pidana. 21  Pemeriksaan perkara pidana 

                                                             
17 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara 
Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,  (Editor) 
Andriansyah, Cetakan 1,  Raih Asa Sukses, Jakarta, 
2011, hal. 25. 
18Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 8. 
19Ibid, hal. 8. 
20 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka 
Cipta, Jakarta, 2009, hal. 346. 
21 Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 118. 

yaitu; “kegiatan untuk mendapatkan 
keterangan, kejelasan dan keidentikan 
tersangka dan/atau saksi dan atau barang 
bukti maupun tentang unsur-unsur tindak 
pidana yang telah terjadi, sehingga 
kedudukan atau peranan seseorang 
maupun barang bukti dalam tindak pidana 
tersebut menjadi jelas dan dituangkan 
dalam berita acara pemeriksaan.22 

Tugas pokok badan-badan peradilan 
yaitu menerima, memeriksa dan mengadili 
serta menyelesaikan perkara yang diajukan 
kepadanya. Perbuatan mengadili berintikan 
memberikan keadilan yaitu hakim 
melakukan kegiatan dan tindakan. Terlebih 
dahulu dicari kebenaran peristiwa yang 
diajukan, kemudian menghubungkan 
dengan hukum yang berlaku untuk 
memberikan putusan. Hakim berusaha 
menegakkan kembali hukum yang telah 
dilanggar sesuai dengan status hakim 
sebagai penegak hukum. 23  Pada setiap 
badan peradilan mempunyai kekuasaan 
dan wewenang masing-masing di dalam 
tugasnya menyelesaikan perkara, sedang 
istilah “pengadilan” pengertiannya lebih 
mengacu kepada fungsi badan peradilan, 
karena suatu badan peradilan fungsinya 
menyelenggarakan pengadilan untuk 
memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
yang diajukan kepadanya.24 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia menyatakan pada Pasal 1 angka 
14:  Penyelidik adalah pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk 
melakukan penyelidikan.  Pasal 1 angka 15: 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan 
penyelidik untuk mencari dan menemukan 

                                                             
22  Anonim, Kamus Hukum, PT. Citra Umbara, 
Bandung, 2008, hal. 315. 
23Emeliana, Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan 
Anak, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, 
hal. 61-62. 
24 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, 
Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 16 
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suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang.25  
Pasal 1 angka 16: Penyidik adalah pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan. 

Pasal 1 angka 17: Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan ditunjuk selaku 
penyidik dan mempunyai wewenang untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dalam 
lingkup undang-undang yang menjadi dasar 
hukumnya masing-masing.   

Wewenang penyidik Polri: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari 

seorang tentang adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat 

pertama di tempat kejadian; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka 

dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka; 

d. melakukan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan 
surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret 
seseorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang 
diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; 
j. mengadakan tindakan lain menurut 

hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 
ayat (1) KUHAP).26 

                                                             
25  Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
26Mohammad, Taufik, Makarao dan Suhasril, Hukum 
Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Editor) 
Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
2004, hal. 18 

Menurut Pasal 6 (1) KUHAP penyidik 
adalah: (a) pejabat polisi negara Republik 
Indonesia, (b) pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang. (2) syarat kepangkatan 
pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan 
pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
KUHAP, pada Pasal 2 telah ditetapkan 
kepangkatan pejabat polisi menjadi 
penyidik, yaitu sekurang-kurangnya 
Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan 
bagi pegawai negeri sipil yang dibebani 
wewenang penyidikan ialah yang 
berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur 
Muda Tingkat I (Golongan II b) atau yang 
disamakan dengan itu.27 

Suatu pengecualian, jika di suatu tempat 
tidak ada pejabat penyidik berpangkat 
Pembantu Letnan Dua, ke atas maka 
Komandan Sektor Kepolisian yang 
berpangkat bintara di bawah Pembantu 
Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah 
penyidik. Penyidik Pejabat Polisi Negara 
tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia yang dapat 
melimpahkan wewenang tersebut kepada 
pejabat polisi lain. Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas 
usul departemen yang membawahi 
pegawai tersebut. Wewenang 
pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan 
pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum 
pengangkatan terlebih dahulu menteri 
kehakiman meminta pertimbangan Jaksa 
Agung dan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia.28  

Selanjutnya Pasal 3 PP No. 27 Tahun 
1983 menentukan bahwa Penyidik 
Pembantu adalah Pejabat Polisi Republik 
Indonesia yang berpangkat sersan dua 
polisi dan pejabat pegawai negeris sipil 
tertentu. Kedua macam penyidik pembantu 

                                                             
27

 Ibid , hal. 17. 
28 Ibid, hal. 18. 
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ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara 
atas usul Komandan atau pimpinan 
kesatuan amsing-masing. Wewenang 
pengangkatan ini dapat juga dilimpahkan 
kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang lain. 29  Penyidik pegawai 
negeri sipil tertentu mempunyai wewenang 
sesuai dengan undang-undang hukumnya 
masing-masing dan dalam pelaksanaan 
tugasnya berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) 
KUHAP). Dengan kata lain, wewenang 
penyidik pegawai negeri sipil tertentu 
hanya terbatas sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukum 
pelaksanaan tugas mereka.30 

Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), 
penyidik membuat berita acara tentang 
pelaksanaan tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak 
mengurangi ketentuan lain dalam undang-
undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan 
berkas perkara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dilakukan: 
1. pada tahap pertama penyidik hanya 

menyerahkan berkas perkara; 
2. dalam hal penyidikan sudah dianggap 

selesai, penyidik menyerahkan tanggung 
jawab atas tersangka dan barang bukti 
kepada penuntut umum.31 
Menurut Pasal 75 KUHAP: (1) berita 

acara dibuat untuk setiap tindakan 
tentang:32 
a. pemeriksaan tersangka; 
b. penangkapan; 
c. penahanan; 
d. penggeledahan; 
e. pemasukan rumah; 
f. penyitaan benda; 
g. pemeriksaan surat; 
h. pemerikasaan saksi; 
i. pemeriksaan di tempat kejadian; 

                                                             
29Ibid. 
30Ibid. 
31Ibid, hal. 20. 
32Ibid. 

j. pelaksanaan penetapan dan putusan 
pengadilan; 

k. pelaksanaan tindakan lains sesuai 
dengan ketentuan dalam undang-
undang ini.33 
Perkara pidana itu ada jika diketahui ada 

tindak pidana atau peristiwa pidana atau 
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang 
atau beberapa orang. Berbeda dengan 
perkara perdata, di mana inisiatif untuk 
mengajukan perkara diambil oleh orang-
orang yang merasa dirugikan, maka dalam 
perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan 
perkara pidana diambil oleh negara. 
Mengajukan perkara pidana di pengadilan 
karena adanya tindak pidana atau 
kejahatan. Diketahui terjadinya tindak 
pidana dari empat kemungkinan, yaitu: 
1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 

butir 19 KUHAP); 
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP); 
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 

KUHAP); 
Diketahui sendiri atau pemberitahuan 

atau cara lain sehingga penyidik 
mengetahui terjadinya delik, seperti baca di 
surat kabar, dengar di radio, dengar orang 
bercerita dan lain-lain.34 

Pasal 1 angka 18: Penyidik Pembantu 
adalah pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang diangkat oleh Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi 
wewenang tertentu dalam melakukan tugas 
penyidikan yang diatur dalam undang-
undang. Pasal 1 angka 19: Penyidikan 
adalah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana 
yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. Pasal 1 angka 20: Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Kapolri adalah 
                                                             
33Ibid. 
34Ibid, hal. 11. 
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pimpinan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan penanggung jawab 
penyelenggaraan fungsi kepolisian.  

Penyidikan perkara tindak pidana dalam 
penempatan tenaga kerja Indonesia di luar 
negeri merupakan upaya penegakan hukum 
untuk memberikan perlindungan terhadap 
para calon tenaga kerja Indonesia dan 
sebagai sebagai upaya penegakan hukum 
khususnya bagi para pelaku tindak pidana 
melalui prosedur peradilan yang berlaku di 
Indonesia. 

Oleh karena itu untuk melakukan 
penyidikan selain dilakukan oleh Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
juga wewenang khusus diberikan kepada 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang 
bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan sebagai Penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. Diperlukan 
kerjasama dan kordinasi yang baik antara 
penyidik untuk mengungkapkan perkara 
tindak pidana yang terjadi sehingga dapat 
diproses sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1.  Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja 

Indonesia dalam proses penempatan di 
luar negeri, dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan dan pelanggaran sehingga 
jenis-jenis tindak pidana yang merugikan 
ini memerlukan upaya pencegahan dan 
penindakan sesuai dengan prosedur 
hukum yang berlaku agar tercipta 
kemanan kepastian hukum dan keadilan 
bagi para calon tenaga kerja Indonesia 
yang akan ditempatkan di luara negeri.  

2. Penyidikan perkara tindak pidana 
terhadap tenaga kerja Indonesia 
dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, dan Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota 
yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan yang diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, untuk melakukan melakukan 
pemeriksaan atas kebenaran laporan, 
terhadap orang atau badan hukum yang 
diduga melakukan tindak pidana, 
termasuk meminta keterangan dan bahan 
bukti. Selain itu penyidikan dilakukan 
untuk penyitaan bahan atau barang bukti, 
surat dan/atau dokumen lain yang 
berhubungan dengan tindak pidana di 
bidang penempatan dan perlindungan 
TKI. Penyidikan perlu dilakukan sesuai 
dengan prosedur peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

                 
B.  SARAN  
1.  Supaya tidak terjadi tindak pidana 

terhadap tenaga kerja Indonesia dalam 
proses penempatan di luar negeri, maka 
diperlukan upaya pemerintah 
bekerjasama dengan masyarakat untuk 
melakukan pengawasan, pemantauan, 
pelaporan dan penindakan baik 
terhadap perorangan maupun badan 
hukum yang melakukan aktivitas yang 
berhubungan langsung dengan proses 
penempatan calon tenaga Indonesia di 
luar negeri  yang melanggar peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2. Penyidikan perkara tindak pidana 
terhadap tenaga kerja Indonesia dalam 
proses penempatannya di luar negeri 
dapat berjalan dengan baik apabila ada 
kerjasama dan koordinasi antara para 
penyidik yang telah diberikan 
kewenangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan 
memerlukan dukungan dari masyarakat 
untuk mengadukan dan melaporkan 
apabila ada perorangan atau badan 
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hukum yang melakukan perbuatan yang 
dapat dikategorikan sebagai kejahatan 
atau pelanggaran terhadap calon tenaga 
kerja Indonesia yang akan ditempatkan 
di luar negeri. 
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